


PERATURAN
KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI 

KUSUMAH BANGSA SUKABUMI 
NOMOR : 27/YPTKB/III/2021

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMIJ KESEHATAN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KUSUMAH BANGSA SUKABUMI

Menimbang a. bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa 
perguruan tinggi wajib memiliki statuta dan berdasarkan pasal 1 ayat 
(3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata 
Cara Penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta bahwa Statuta 
ditetapkan oleh badan penyelenggara dengan peraturan badan 
penyelenggara;

b. bahwa Statuta Sekolah Tinggi 1 lmu Kesehatan Sukabumi tahun 2012 
yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi 
Kusumah Bangsa Sukabumi perlu diganti dengan yang baru 
menyesuaikan dengan perkembangan beban kerja, perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, dan dinamika yang 
berkembang di masyarakat serta perubahan beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perguruan 
tinggi;

c. bahwa Rancangan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi 
sudah disusun oleh Tim Perumus sebagaimana dibentuk dengan 
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi Nomor 
291 /HO.OO.01 /TU-STIKESMI/XI/2020 tanggal 18 November 2020;

d. bahwa Rapat Pengurus Yayasan tentang Persetujuan Penetapan 
Statuta 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Nomor: 26/YPTKB/III/2021 tanggal 15 
Maret 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a. huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Ketua 
Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi 
tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4301);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah 
kembali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Peraturan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada 
Perguruan Tinggi;
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13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi 
Perguruan Tinggi Swasta;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat 
Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar 
di Perguruan Tinggi;

15. Peraturan Meneri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan 
Tinggi Negeri;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor nomor 2 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi Tenaga 
Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi;

20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
155/U/l998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di 
Perguruan Tinggi;

21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30/D/0/2007 
tanggal 13 Pebruari 2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan 
Program-Program Studi Barn dan Perubahan Bentuk Akademi 
Keperawatan Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi menjadi 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sukabumi 
diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa 
di Sukabumi Jawa Barat;

22. Keputusan Menteri Hukum da Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor : AHU-2330.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 06 
Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan 
Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi sebagaimana diubah dengan 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 
0000897.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang 
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi 
Kusumah Bangsa Sukabumi;

23. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa 
Sukabumi;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN 
TINGGI KUSUMAH BANGSA SUKABUMI TENTANG STATUTA 
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUKABUMI

Pasal 1

(1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi dengan naskah sebagaimana 
pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Yayasan ini.

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberi sebutan 
"STATUTA 2021 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUKABUMI".

Pasal 2

(1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini, Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Sukabumi tanggal 17 Februari 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Segala peraturan dan ketentuan sebagai peraturan/keputusan pelaksanaan statuta 
sebelumnya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan ini dan/atau belum dibuatnya peraturan/'ketentuan yang baru 
berdasarkan statuta yang baru.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan/Keputusan Ketua dan/atau Peraturan pelaksanaan lainnya.

Pasal 3

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 15 Maret 2021

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
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MUKADIMAH 

 

Dengan memanjatkan puji syukur dan berkat rahmat Allah Yang Maha Esa serta 

tekad kebersamaan, Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi Tahun 2021 

dapat diselesaikan. Dengan kebersamaan juga merupakan modal dasar suatu 

keberhasilan untuk  memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dalam upaya  mewujudkan bangsa Indonesia  sehat yang merupakan salah satu  

program  pembangunan pemerintah Republik Indonesia. 

Agar berhasilnya program pembagunan kesehatan sebagaimana dimaksud, 

diperlukan antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dengan 

jumlah yang cukup dan memiliki kemampuan yang profesional, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta mengikuti dinamika yang 

berkembang di masyarakat. 

Oleh karena itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  Sukabumi yang merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia turut serta berpartisipasi dengan bekerja 

maksimal guna mempercepat terwujudnya program pemerintah di bidang kesehatan 

dengan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional yang handal, 

beretika tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Program 

Studinya.  

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi yang berdiri tahun 2007, keberadaan dan 

pengembangannya tidak lepas dari Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah 

Bangsa Sukabumi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Luciana Tirtaman Nomor 

74 tanggal 20 Juni 2002, yang kemudian Akta Pendiriannya disahkan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

2330.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian 

Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi. Memperhatikan kebutuhan 

dan dinamika yang berkembang di masyarakat, maka Anggaran Dasar Yayasan 

Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi diubah berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000897.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 
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02 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan 

Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi. 

Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh  orang 

perseorangan  yang berpengalaman di birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi, maka 

yayasan tidak terlepas dari visi dan misi dan tujuan dari pemerintah .Kota Sukabumi 

yaitu antara lain  mewujudkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Sukabumi. 

Demikian pula  Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor 30/D/0/2007 tanggal 13 

Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru 

dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi 

menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  (STIKES) Sukabumi diselenggarakan oleh 

Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa  di Sukabumi Jawa Barat, dalam 

menyelenggarakan pendidikan sebagai perwujudan dari alinea keempat UUD 1945 

yaitu mencerdaskan bangsa dan turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

bangsa  khususnya di Kota dan Kabupaten  Sukabumi, yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara utuh dalam  Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Sebagai sub sistem dari Pendidikan Tinggi Nasional,  Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Sukabumi dalam melaksanakan visi serta misinya  tetap bertitik tolak kepada 

Falsafah Negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, 

serta semangat kebangsaan yang terlukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi secara aktualisasi adalah menyiapkan 

tenaga  kesehatan   yang memiliki    kemampuan akademik dan professional di bidang 

pengetahuan, tekhnologi dan  komunikasi sehingga siap menghadapi persaingan dalam 

era globlalisasi serta membentuk calon tenaga kesehatan yang beretika, beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada  gilirannya mengarah kepada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Statuta ini dibuat sebagai pengganti dari statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Sukabumi yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari  tahun 2012 yang merupakan   

peraturan dasar dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai 

sebagai acuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi untuk merencanakan, 

mengembangkan program pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai 
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dengan tujuan perguruan tinggi, untuk itu disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Sukabumi yang baru disesuaikan dengan dinamika perkembangan 

masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknonologi dan 

perkembangan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan perguruan tinggi yang 

mengalamiperubahan. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan : 

(1) Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan STIKes Sukabumi yang digunakan 

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. 

(2)  Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Kota Sukabumi 

sebagai Badan Penyelenggara STIKes Sukabumi 

(3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang 

menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan di kota Sukabumi dan 

selanjutnya disebut STIKes Sukabumi atau disingkat STIKESMI 

(4) Ketua adalah Penanggung Jawab dan pengambil keputusan tertinggi pada Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. 

(5) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIKes Sukabumi, 

(6) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program Diploma yang menyiapkan 

mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana 

terapan 

(7) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program 

pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(8) Pendidikan  profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 

khusus. 

(9) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur 

pembantu pimpinan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam bidang 

akademik dan kemahasiswaan di STIKes Sukabumi. 

(10) Bagian Administrasi dan Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu pimpinan 

yang menyelenggarakan pelayanan administrasi umum di STIKes Sukabumi. 

(11) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) adalah unsur pembantu 

pimpinan yang menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di STIKes Sukabumi. 
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(12) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unsur pembantu pimpinan 

yang menyelenggarakan program penjaminan mutu pendidikan di STIKes Sukabumi. 

(13) Komisi Pengawas Etika adalah satuan kerja yang bertanggungjawab untuk 

menegakkan disiplin pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan 

STIKes Sukabumi. 

(14) Dewan penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap STIKes 

Sukabumi. 

(15) Program studi adalah program studi pada STIKes Sukabumi kesatuan kegiatan 

Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi dan/ atau 

Pendidikan vokasi di STIKes Sukabumi. 

(16) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan di lingkungan STIKes Sukabumi. 

(17) Dosen adalah  pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

(18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKes Sukabumi. 

(19) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan 

diakui di STIKes Sukabumi. 

(20) Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di 

STIKes Sukabumi. 

(21) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu 

pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan 

dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan.  

(22) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan 

mahasiswa di STIKes Sukabumi.  

(23) Dies Natalis STIKes Sukabumi adalah suatu peringatan atas hari lahir yang di dalam 

sejumlah besar budaya dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal 

perjalanan STIKes Sukabumi. 
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BAB II 

IDENTITAS 

Bagian Ke Satu 

Identitas STIKes Sukabumi 

Pasal 2 

 

(1) Nama perguruan tinggi adalah STIKes Sukabumi 

(2) STIKes Sukabumi berkedudukan di Jalan Karamat No. 36 Kelurahan Karamat 

Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 43122 

(3) STIKes Sukabumi didirikan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2007 oleh 

Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Kota Sukabumi. 

(4) STIKes Sukabumi merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang berada di Kota 

Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang didirikan sejak tahun 2007 yang merupakan 

pengembangan mulai dari Sekolah Perawat Kesehatan sejak tahun 1982 selanjutnya 

AKPER Pemda Kota Sukabumi sejak tahun 1998 dan menjadi STIKes Sukabumi 

sesuai dengan SK pendirian No. 30/D/O/2007 dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, saat ini memiliki empat  program studi yaitu prodi Diploma III 

Keperawatan, Prodi Diploma III Kebidanan, Prodi Sarjana Keperawatan, dan Prodi 

Profesi Ners. 

(5) Dies Natalis STIKes Sukabumi dilaksanakan sesuai dengan tanggal pendirian pada 

setiap tanggal 13 Februari. 

 

Bagian Ke dua 

Identitas Badan Penyelenggara 

Pasal 3 

(1) Badan penyelenggara STIKes Sukabumi adalah Yayasan Pendidikan Tinggi 

Kusumah Bangsa Kota Sukabumi 

(2) Badan penyelenggara STIKes Sukabumi berkedudukan di Jalan Karamat No. 36 

Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat 

43122. 
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(3) Badan penyelenggara STIKes Sukabumi didirikan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 

2002 

 

Bagian Ke Tiga 

Lambang STIKes Sukabumi dan Prodi 

Pasal 4 

 

(1)      Lambang STIKes Sukabumi berbentuk segi lima yang didalamnya tertera : 

a. Bintang 

b. Padi dan Kapas 

c. Tiga Belas kuntum bunga kapas 

d. Tujuh pasang butir padi 

e. Dua buah ring berwarna hitam 

f. Pita berwarna putih 

g. Tiga balok bersusun warna hitam 

h. Buku warna putih 

i. Palang berwarna hijau 

(2)      Arti Lambang : 

a. Bentuk segi lima melambangkan dasar negara pancasila yang mengandung lima 

sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warna hitam mengandung arti 

kebenaran dan keajegan dalam pengetahuan. 

b. Bintang menggambarkan masyarakat kampus STIKes Sukabumi yang religius. 

Warna kuning melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan, dua ring mengikat pita 

bertuliskan STIKes Sukabumi melambangkan persatuan, kesatuan dan 

kebersamaan. 

d. Tiga belas kuntum bunga kapas menunjukan tanggal berdirinya STIKes 

Sukabumi. Bunga berwarna putih melambangka kesucian, bersih dan jujur 

dalam kebenaran. Kelopak bunga berwarna hijau toska melambangkan harapan. 
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e. Tujuh pasang butir padi menunjukan tahun 2007 sebagai tahun berdirinya 

STIKes Sukabumi. Warna kuning melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

f. Dua buah ring berwarna hitam adalah bulan Pebruari sebagai bulan berdirinya 

STIKes Sukabumi. 

g. Pita berwarna putih bertuliskan STIKes Sukabumi merupakan kependekan dari 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. 

h. Tiga Balok bersusun warna hitam melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

i.  Buku berwarna putih melambangkan sumber pengetahuan dan teknologi. 

j.  Palang berwarna hijau melambangkan kesehatan. 

 

Pasal 5 

(1) Lambang Prodi Profesi Ners STIKes Sukabumi berbentuk lingkaran yang 

didalamnya tertera : 

a. Bintang 

b. Buku  

c. Obor 

d. Palang  

e. Dua Lapis Lingkaran 

f. Tiga Balok 

g. Kapas 13 buah 

h. Rantai 2 

i.     Padi  7 Pasang 

 

 

 

 

(2)    Arti Lambang : 

a. Bentuk Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Buku melambangkan Ilmu Pengetahuan  

c. Obor melambangkan Cahaya Keperawatan 

d. Palang melambangkan Lambang Kesehatan  

e. Dua Lapis Lingkaran melambangkan Paradigma Keperawatan dan Visi 

lembaga 

f. Tiga Balok melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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g. Kapas 13 buah melambangkan Tanggal 13, Dies Natalis STIKes Sukabumi  

h. Rantai 2 melambangkan Bulan Februari, Dies Natalis STIKes Sukabumi 

i. Padi 7 Pasang melambangkan Tahun dies natalis STIKes Sukabumi (2007) 

j. Warna Kuning melambangkan Kejayaan 

k. Warna Merah melambangkan Kepemimpinan 

 

Pasal 6 

(1) Lambang Prodi Sarjana Keperawatan STIKes Sukabumi berbentuk lingkaran yang 

didalamnya tertera : 

a. Bintang 

b. Buku  

c. Obor 

d. Palang  

e. Dua Lapis Lingkaran 

f. Tiga Balok 

g. Kapas 13 buah 

h. Rantai 2 

i. Padi  7 Pasang 

 

 

 

 

 

 

 

(2)    Arti Lambang : 

a. Bentuk Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Buku melambangkan Ilmu Pengetahuan  

c. Obor melambangkan Cahaya Keperawatan 

d. Palang melambangkan Lambang Kesehatan  

e. Dua Lapis Lingkaran melambangkan Paradigma Keperawatan dan Visi 

lembaga 

f. Tiga Balok melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

g. Kapas 13 buah melambangkan Tanggal 13, Dies Natalis STIKes Sukabumi  

h. Rantai 2 melambangkan Bulan Februari, Dies Natalis STIKes Sukabumi 

i. Padi 7 Pasang melambangkan Tahun dies natalis STIKes Sukabumi (2007) 

j. Warna Kuning melambangkan Kejayaan 

k. Warna Merah melambangkan Kepemimpinan 
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l. Warna Hijau melambangkan Lingkungan Kesehatan dalam konteks 

pelayanan  keperawatan 

m. Warna Putih melambangkan Cerdas,  Jujur dan Ikhlas 

 

Pasal 7 

(1) Lambang Prodi DIII Keperawatan STIKes Sukabumi berbentuk lingkaran yang 

didalamnya tertera : 

a. Segi Lima (Hitam) 

b.  Lingkaran (Hitam)  

c. Padi dan Kapas (Kuning) 

d. Palang Hijau  

e. Balok Tiga (Hitam) 

f. Buku 

g. Lampu 

h. Nyala Api (merah) 

i. Tutup Lampu Dua  

 

 

 

 

 

 

(2) Arti Lambang : 

a. Segi Lima (Hutam) melambangkan Prodi D III Keperawatan dilandasi Pancasila  

b. Lingkaran (Hitam) melambangkan Satu Kesatuan yang Utuh  

c. Padi dan Kapas (Kuning) melambangkan perawat tidak membeda-bedakan strata 

sosial  

d. Palang Hijau melambangkan bidang Kesehatan  

e. Balok Tiga (Hitam) melambangkan Tri Darma Perguruan Tinggi  

f. Buku melambangkan Aktivitas Ilmiah  

g. Lampu melambangkan Bidang Keperawatan  

h. Nyala Api (merah) melambangka Menerangi Kegelapan  

i. Tutup Lampu Dua melambangkan Perawat pria dan wanita bekerjasama 

mewujudkan Perawat Profesional  

j. Warna Hitam melambangkan percaya diri dalam memberikan pelayanan 

kesehatan  
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k. Warna Kuning melambangkan Pemikiran yang cemerlang  

l. Warna Hijau melambangkan Kesejahteraan  

m. Warna Putih melambangkan Jujur, kesucian 

n. Warna Merah melambangkan Berani kaarena Benar 

 

Pasal 8 

(1) Lambang Prodi DIII Kebidanan STIKes Sukabumi berbentuk lingkaran yang 

didalamnya tertera : 

 

(2) A

r

t

i

 

L

a

m

bang : 

a. Bentuk segi lima melambangkan dasar negara pancasila yang mengandung 

lima sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warna hitam mengandung 

arti kebenaran dan keajengan dalam pengetahuan. 

b. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan, dua ring mengikat pita 

bertuliskan STIKes Sukabumi melambangkan persatuan, kesatuan dan 

kebersamaan. 

c. Tujuh tangkai bunga padi menunjukan tahun 2007 sebagai tahun berdirinya 

Prodi D III Kebidanan STIKes Sukabumi. Warna kuning melambangkan 

keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Buku berwarna putih melambangkan sumber pengetahuan dan teknologi. 

e. Palang berwarna hijau melambangkan kesehatan. 

f. Tiga Balok bersusun warna hitam melambangkan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

a. Padi dan Kapas 

b. Tujuh tangkai bunga padi 

c. Buku Warna Putih 

d. Palang Berwarna Hijau 

e. Tiga Balok Bersusun warna hitam 

f. Buah Delima 

g. Ibu dan anak 

h. Lingkaran (Hitam) 
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g. Buah Delima melambangkan kesuburan (reproduksi). 

h. Ibu dan Anak melambangkan kasih sayang 

i. Lingkaran Hitam melambangkan satu kesatuan yang utuh 

 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 9 

Bendera 

(1) Bendera STIKes Sukabumi berbentuk empat persegi panjang berukuran 2 : 3 dengan 

warna dasar kuning ditengahnya terdapat lambang STIKes Sukabumi. 

(2) Bendera program studi berbentuk empat persegi panjang 2 : 3 dengan ketentuan warna 

: 

a. Program Studi DIII Kebidanan : Dasar Biru Muda 

b. Program Studi DIII Keperawatan : Dasar Krem/Kuning Gading 

c. Program Studi Sarjana Keperawatan : Dasar Hijau 

d. Program Studi Pendidikan Profesi Ners : Dasar Hijau Muda 

 

Bagian Ke Lima 

Pasal 10 

Hymne dan/atau Mars 

(1) Lagu wajib STIKes Sukabumi adalah Hymne dan/atau MARS STIKes Sukabumi. 

(2) Lagu wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan pada setiap acara resmi sivitas 

akademika STIKes Sukabumi. 
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Bagian Ke Enam 

Pasal 11 

Busana Akademik 

(1)     STIKes Sukabumi memiliki busana akademik dan busana mahasiswa. 

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana senat dan 

busana wisudawan. 

(3) Busana mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seragam 

mahasiswa dan jas almamater. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana mahasiswa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Ketua. 

 

 

BAB III 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

Bagian Ke Satu 

Pasal 12 

Visi STIKes Sukabumi 



1. 11 

 

Visi : Pada tahun 2028 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam layanan pendidikan 

tinggi kesehatan di tingkat nasional.  

 

Bagian Ke Dua 

Pasal 13 

Misi STIKes Sukabumi 

Misi  1. Melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang 

mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dengan kompetensi sesuai profesi. 

2. Melaksanakan kajian ilmiah melalui penelitian dalam bidang 

kesehatan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk 

bakti sosial terhadap kondisi kesehatan, pendidikan, sosial dan 

kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar. 

4. Mengembangkan system tata pamong yang baik (good 

governance). 

5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak pengguna, pemerintah 

daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan khususnya di wilayah 

Sukabumi dan sekitarnya. 

6. Melaksanakan pembinaan softkill, mental dan akhlak melalui 

pembinaan spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk 

mengembangkan kreatifitas, inovatif dan produktif dalam 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

8. Menciptakan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan 

pelayanan yang baik yang memuaskan bagi mahasiswa dan 

masyarakat 

9.  Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses 

pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas   

 

Bagian Ke Tiga 
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Pasal 14 

Tujuan STIKes Sukabumi 

Tujuan  1. Terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang berbasis standar 

kompetensi profesi 

2. Tercapainya produktifitas bidang penelitian secara jumlah dan 

kualitas 

3. Tercapainya produktifitas bidang pengabdian kepada masyarakat 

secara jumlah dan kualitas 

4. Terlaksananya   sistem tata pamong yang baik (good governance) 

5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak pengguna, pemerintah 

daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan khususnya di wilayah 

Sukabumi dan sekitarnya 

6. Terlaksananya program pembinaan softskill bagi seluruh sivitas 

akademika 

7. Terselenggaranya kegiatan dalam lingkup akademik dan 

kemahasiswaan yang mampu memicu pengembangan kreatifitas, 

inovatif dan produktif 

8. Terbentuknya mental dan perilaku karyawan yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan 

9. Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan 

proses pembelajaran.      

 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA STIKES SUKABUMI 

Bagian Ke Satu 

Pasal 15 

Penyelenggaraan Pendidikan 

(1) STIKes Sukabumi menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik dan 

profesi. 
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(2) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

penyelenggaraan program pendidikan setingkat diploma, dan apabila memenuhi syarat 

dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan  dan/ atau 

doktor terapan. 

(3) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

penyelenggaraan program pendidikan setingkat sarjana, dan apabila memenuhi syarat 

dapat menyelenggarakan program magister dan doktor. 

(4) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

penyelenggaraan program profesi dan apabila memenuhi syarat dapat 

menyelenggarakan program spesialis.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleggaraan pendidikan sebagai mana yang 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan 

Senat. 

Bagian Ke Dua 

Pasal 16 

Program Studi 

Program Studi di STIKes Sukabumi : 

a. Program Studi Profesi Ners 

b. Program Studi Sarjana Keperawatan 

c. Program Studi Diploma III Keperawatan 

d. Program Studi Diploma III Kebidanan 

 

Bagian Ke Tiga 

Pasal 17 

Penyelenggaraan Proses Pendidikan 

Penyelenggaraan Prpses Pendidikan di STIKes Sukabumi sebagai berikut : 

(1) Penyelenggaraan proses pendidikan di STIKes Sukabumi dibagi dalam dua semester 

yaitu semester ganjil dan semester genap yang tertuang dalam kalender akademik. 

(2) Pada akhir semester ganjil atau semester genap dapat dilaksanakan semester antara. 

(3) Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan proses pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) disesuaikan dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dan diatur oleh peraturan Ketua setelah mendapat 

pertimbangan Senat. 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 18 

Kurikulum 

(1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan 

pendidikan, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar 

mengajar. 

(2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun dan sesuai dengan 

tujuan program studi. 

(3) Kurikulum dirumuskan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 

(4) Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan 

dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan pendidikan, 

masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum disesuaikan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku dan diatur oleh peraturan Ketua setelah mendapat 

pertimbangan Senat. 

 

Bagian Ke Lima 

Pasal 19 

Penyelenggaraan Pembelajaran 

(1) Penyelenggaraan pembelajaran di STIKes Sukabumi dilaksanakan dengan 

menerapkan Satuan Kredit Semester (SKS). 

(2) Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan satuan yang menyatakan beban studi 

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan 

program. 
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(3) Metode dan bentuk penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan di STIKes 

Sukabumi dapat berbentuk kuliah, 15esponse, tutorial, seminar, praktik laboratorium, 

dan praktik lapangan. 

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) (2) dan (3) diatur dengan peraturan ketua setelah mendapat pertimbangan Senat. 

 

 

 

 

 

 

Bagian Ke Enam 

Pasal 20 

Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar di STIKes Sukabumi dilakukan melalui : 

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam 

bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, kehadiran dan keaktifan dalam proses 

pembelajaran. 

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, ujian praktek, ujian karya tulis ilmiah, dan ujian 

skripsi.  

(3) Pelaksanaan ujian yang dimaksud pada ayat (2) mahasiswa telah menyelesaikan semua 

kewajiban administrasi akademik dan keuangan terkait dengan program studi yang 

diikuti. 

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas 

terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok. 

(5) Keaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dosen 

terhadap partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. 

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot huruf mutu A, B, C, D 

dan E dengan masing-masing nilai : 

a) A angka mutu 4 
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b) B angka mutu 3 

c) C angka mutu 2 

d) D angka mutu 1, dan 

e) E angka mutu 0 

(7) Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi 

semester (IPS). 

(8) Hasil belajar mahasiswa mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir 

yang telah ditempuh secara kumulatif dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK). 

(9) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah berhasil 

menyelesaikan seluruh mata kuliah 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar disesuaikan dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku dan diatur oleh peraturan Ketua setelah 

mendapat pertimbangan Senat. 

Bagian Ke Tujuh 

Pasal  21 

Bahasa Pengantar 

Bahasa pengantar yang digunakan di STIKes Sukabumi sebagai berikut : 

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan program pendidikan di 

STIKes Sukabumi adalah Bahasa Indonesia. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, sejauh diperlukan dalam 

menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan. 

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan 

pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan sebagai upaya meningkatkan 

daya saing dalam era globalisasi. 

 

 

 

Bagian Ke Delapan 

Pasal 22  

Penerimaan Mahasiswa 
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Penerimaan mahasiswa baru di STIKes Sukabumi sebagai berikut : 

(1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, dan 

tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan 

STIKes Sukabumi. 

(3) STIKes Sukabumi dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan 

tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIKes Sukabumi apabila memenuhi 

syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan 

Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ke Sembilan 

Pasal 23 

Registrasi dan Administrasi Perkuliahan  

(1) Penyelengaraan Registrasi di lakukan setiap awal semester ganjil dan semester 

genap. 

(2) Penyelengaraan administrasi perkuliahan dilakukan secara terencana dan incidental. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan administrasi perkuliahan diatur 

dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat. 

 

Bagian Ke Sepuluh 

Pasal 24 

Wisuda 

(1) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan vokasi, sarjana dan profesi diadakan wisuda 

bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. 
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(2) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi diadakan angkat sumpah 

bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda dan angkat sumpah diatur dengan Peraturan 

Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat. 

 

Bagian Ke Sebelas 

Pasal 25 

Penyelenggaraan Penelitian 

(1) Kegiatan penelitian di STIKes Sukabumi merupakan kegiatan terpadu untuk 

menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Penyelenggaraan penelitian didasarkan pada arah dan peta jalan penelitian sesuai 

dengan keilmuan dan visi misi Program Studi. 

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

(4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa serta dapat melibatkan 

tenaga kependidikan, baik secara kelompok maupun perorangan. 

(5) Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan 

pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

(6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminasi, dipublikasikan, 

dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian 

kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, kecuali hasil 

penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan 

umum. 

(7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam 

terbitan berkala jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau 

jurnal internasional bereputasi yang diakui kementrian Riset, Tekhnologi dan 

Pendidikan Tinggi. 

(8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dapat didaftarkan untuk 

mendapatkan HAKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ke Duabelas 

Pasal 26 

(1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

(2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh STIKes Sukabumi sendiri atau melalui 

kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dan/atau institusi lain. 

(3) Proses penyelenggaraan penelitian terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Ketua 

setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Ke Tigabelas 

Pasal 27 

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) STIKes Sukabumi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara 

melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi untuk masyarakat berdasarkan hasil penelitian. 

(2) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada arah dan peta jalan 

Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuan dan visi misi Program Studi. 

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, 

baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga 

Kependidikan. 

(4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan 

institusi lain. 

(5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

(6) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari sebuah 

hasil penelitian. 
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(7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara intra, antar, lintas, dan atau multi 

sektor. 

(8) Proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.  

(9) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam terbitan berkala 

jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi yang diakui kementrian Riset, 

Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi. 

(10) Pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

(11) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi 

kegiatan penelitian lanjut. 

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

Bagian Ke Empatbelas 

Pasal 28 

Etika Akademik Dan Kode Etik 

(1) STIKes Sukabumi memiliki kode etik dan etika akademik. 

(2) Kode etik STIKes Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjunjung tinggi 

kaidah etika, moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan dan profesi. 

(3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku 

yang dianut STIKes Sukabumi untuk seluruh Sivitas Akademika STIKes Sukabumi 

(4) Sivitas Akademika STIKes Sukabumi wajib menjunjung tinggi kode etik dan etika 

akademik serta menjaga nama baik dan kehormatan STIKes Sukabumi,baik di dalam 

maupun di luar lingkungan kampus. 

(5) Sivitas Akademika STIKes Sukabumi wajib menciptakan suasana masyarakat ilmiah 

yang kreatif, konstruktif, inovatif dan bertanggung jawab berdasarkan etika, kaidah 

keilmuan, dan norma yang berlaku. 

(6) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dikenakan sanksi. 
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(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, etika akademik STIKes Sukabumi, dan 

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan 

Peraturan Ketua STIKes Sukabumi setelah mendapat pertimbangan  Senat. 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR  AKADEMIK DAN  

OTONOMI KEILMUAN  

Pasal 29 

(1) STIKes Sukabumi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan 

norma akademik serta ketentuan perundang-undangan. 

(2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan yang dimiliki anggota 

sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan 

mandiri. 

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik di STIKes Sukabumi diarahkan untuk memantapkan 

terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni dibidang kesehatan.  

(4) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung 

jawab. 

(5) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang 

memungkinkan sivitas akademik menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di 

STIKes Sukabumi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 
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(6) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika di 

STIKes Sukabumi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan atau 

mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin 

keberlanjutan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi 

keilmuan di STIKes Sukabumi diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat 

pertimbangan  Senat. 

 

 

 

Pasal  30 

(1) Pimpinan STIKes Sukabumi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota 

sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan 

dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. 

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika STIKes 

Sukabumi harus bertanggungjawab secara pribadi dan dilandasi oleh norma dan 

kaidah keilmuan. 

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 

anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIKes Sukabumi. 

(4) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua 

dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan 

tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain, atau semata-mata untuk 

memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya. 

(5) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas 

akademika STIKes Sukabumi dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan 

menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, 

seminar, simposium, diskusi panel, ujian dan atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya 

yang sesuai dengan kaidah keilmuan. 
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(6) STIKes Sukabumi dapat mengundang tenaga ahli/ pakar dari luar STIKes Sukabumi 

untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah 

kelimuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua 

STIKes Sukabumi setelah mendapat pertimbangan  Senat. 

 

 

 

 

 

BAB VI 

GELAR, IJAZAH, SERTIFIKAT, SYARAT KEWAJIBAN DAN PENGHARGAAN 

Bagian Ke Satu 

Pasal 31 

(1) STIKes Sukabumi memberikan gelar vokasi, gelar akademik, gelar profesi, gelar 

magister, gelar spesialis dan gelar doctor kepada lulusan sesuai dengan jenis 

pendidikan yang diikutinya. 

(2) Penulisan dan penggunaan gelar vokasi, gelar akademik dan gelar profesi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(3) Gelar vokasi, akademik dan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut 

atau dibatalkan, kecuali apabila dikemudian hari terbukti melakukan pelanggaran 

dan penyalahgunaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Ketua STIKes 

Sukabumi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar dan pencabutan gelar 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Dua 

Pasal 32 
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Ijazah, Transkip, Surat Keterangan dan Sertifikat 

(1) STIKes Sukabumi memberikan Ijazah, Transkrip akademik, Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah, dan/atau sertifikat profesi/kompetensi kepada mahasiswa yang 

telah dinyatakan lulus. 

(2) Sertifikat profesi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan 

tinggi bersama dengan Kementerian terkait, Kementerian lain, Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. 

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

lulusan yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan keahliannya dan diterbitkan 

oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, 

atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian ijazah, transkrip 

akademik, surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur dalam Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Tiga 

Pasal 33 

Syarat dan Kewajiban 

(1) Pemberian gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, ijazah, transkip akademik, 

dan atau sertifikat kompetensi/profesi diberikan kepada lulusan yang memenuhi 

persyaratan : 

a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam program pendidikan akademik, 

vokasi dan profesi pada satu Program Studi; 

b. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan administrasi 

keuangan terkait dengan Program Studi yang diikuti. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan dan kewajiban dalam 

pemberian gelar, transkip dan sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Ketua 

sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Empat 
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Pasal 34 

Penghargaan 

(1) STIKes Sukabumi dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau 

lembaga. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang, 

kelompok atau lembaga yang mempunyai prestasi dibidang keilmuan dan/atau 

berjasa terhadap penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sukabumi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara/ prosedur pemberian 

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam 

peraturan ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 

BAB VII 

TATA KELOLA STIKES SUKABUMI 

Bagian Pertama 

Pasal 35 

Susunan Organisasi 

(1) Organisasi STIKes Sukabumi terdiri atas : 

a. Badan penyelenggara (YayasanPendidikan Tinggi Kusumah Bangsa 

Sukabumi) yang didirikan pada tanggal 20 Juni 2002 terdiri atas : 

1.   Pembina Yayasan; 

2.   Pengurus Yayasan; 

3. Pengawas Yayasan 

b. Senat; 

c. Pimpinan Stikes Sukabumi 

1. Ketua  

2. Wakil Ketua 

d. Unit pelaksana akademik : 

1. Program Studi; 

2. Kelompok Dosen 
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e. Unit Pelaksana Penelitian: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 

b. Unit Pelaksana Penjamin Mutu : 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). 

c. Unit Pelaksana Administrasi : 

1. Layanan administrasi bidang akademik : 

a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); 

b) Subbagian Administrasi Akademik; 

c) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan; 

2. Layanan administrasi non-akademik : 

a) Bagian Administrasi Umum (BAU); 

b) Subbagian Sumber daya manusia 

c) Subbagian Keuangan 

d) Subbagian Rumah Tangga 

e) Subbagian Humas dan Kerja sama 

d. Unit Penunjang : 

1. UPT Laboratorium Kesehatan; 

2. UPT Teknologi informasi dan Bahasa; 

3. UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P3K2) 

4. UPT lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

e. Komisi Pengawas Etik 

f. Dewan Penyantun. 

 

Bagian Kedua 

Tata Kelola 

Pasal 36 

Badan penyelenggara 

(1) Pembina Yayasan  menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan 

Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Sukabumi. 

(2) Pengurus Yayasan  mempunyai tugas dan wewenang : 
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a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Stikes Sukabumi 

b. Menetapkan Statuta STIKes Sukabumi atas usul Ketua setelah mendapat 

pertimbangan Senat; 

c. Pengurus dapat menginstruksikan kepada Ketua dan/atau Senat untuk 

melakukan perubahan Statuta STIKes Sukabumi sesuai dengan dinamika 

yang berkembang di bidang pendidikan, bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

d. Menetapkan pengangkatan Ketua atas usul dan pertimbangan Senat; 

e. Memberikan Rekomendasi atas Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Wakil 

Ketua, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang diusulkan Ketua; 

f. Mengangkat dan menetapkan dosen tetap yayasan atas usul Ketua 

pertimbangan kebutuhan organisasi; 

g. Mengangkat dan menempatkan tenaga kependidikan/fungsional/Tenaga 

Teknis atas usul Ketua dengan pertimbangan kebutuhan organisasi; 

h. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan/atau pemberhentian 

karyawan/karyawati honorer/Tenaga Harian Lepas dilingkungan STIKes 

Sukabumi yang diusulkan Ketua; 

i. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian pimpinan 

unit kerja di bawah pimpinan STIKes Sukabumi yang diusukan  Ketua; 

j. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

STIKes Sukabumi yang diusulkan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat; 

k. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Induk Pengembangan STIKes 

Sukabumi; 

l. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis STIKes Sukabumi; 

m. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan STIKes 

Sukabumi; 

n. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Yayasan. 

(3) Pengawas Yayasan mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Pengurus 

Yayasan;  
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b. Memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengurus yayasan dalam 

upaya untuk memajukan yayasan; 

c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Yayasan. 

 

Bagian Ketiga 

Pasal 37 

Tata Kerja 

Senat STIKes Sukabumi 

(1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIKes Sukabumi 

yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pertimbangan dan pengawasan 

akademik maupun non akademik. 

(2) Anggota Senat STIKes Sukabumi terdiri dari : 

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua; 

c. Kepala Lembaga; 

d. Ketua Program Studi; 

e. Wakil Dosen; dan atau tenaga kependidikan 

f. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat. 

(2) Pengurus Senat ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara 

(3) Pimpinan dan anggota Badan Penyelenggara tidak dibenarkan menjadi pengurus 

Senat. 

(4) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang 

dipilih dari dan oleh anggota Senat. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Senat dapat membentuk komisi-

komisi, badan pekerja dan/atau panitia  yang keanggotaannya dari anggota senat 

dan/atau dapat ditambah dari unsur pelaksana akademik. 

(6) Komisi-komisi  pada Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas : 

a. Komisi A bertugas dalam bidang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi; 

b. Komisi B bertugas dalam bidang kelembagaan dan keuangan; 

c. Komisi C bertugas dalam bidang penyusunan peraturan Senat. 
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(7) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris 

yang dipilih diantara anggota Komisi. 

(8) Anggota senat berjumlah ganjil. 

(9) Jumlah dan kriteria anggota diatur dalam tata tertib yang ditetapkan Senat. 

(10) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata tertib Senat. 

(11) Masa jabatan kepengurusan senat adalah  5 (lima)  tahun dan dapat diangkat 

kembali.  

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan senat, hak suara dan tata cara 

pengambilan keputusan diatur dalam peraturan senat. 

 

 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 38 

Tugas dan  Fungsi Pokok Senat 

(1) Senat STIKes Sukabumi sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) huruf b, 

sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan 

pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik, serta pengawasan akademik 

maupun non akademik. 

(2) Menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu : 

a. Memberi pertimbangan dan pengawasan kebijakan akademik yang meliputi: 

1) Memberi persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh 

Ketua; 

2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan kurikulum; 

3) Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pencapaian proses 

pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan 

menyarankan usulan perbaikan kepada Ketua; 

4) Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; 

5) Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; 
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6) Memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan 

akademik; 

7) Memberi persetujuan kepada Ketua dalam pengusulan jabatan akademik 

setingkat Lektor ke atas; 

8) Memberi pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan Wakil Ketua; 

9) Menetapkan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 

kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; 

10) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIKes Sukabumi. 

b. Memberi pertimbangan dan pengawasan kebijakan administrasi umum dan 

keuangan meliputi : 

1) Memberi pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja STIKes Sukabumi yang diajukan oleh Ketua; 

2) Memberi pertimbangan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STIKes 

Sukabumi yang diusulkan oleh Ketua dan mengawasi pelaksanaannya; 

3) Memberi pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh 

Ketua dan mengawasi pelaksanaannya; 

4) Menilai pertanggungjawaban pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Badan Penyelenggara; 

5) Memberi pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan 

calon-calon yang diusulkan untuk dipilih dan/atau diangkat menjadi 

Ketua; 

6) Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan 

tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 

7) Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan 

peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Ketua. 

c. Memberi pertimbangan kebijakan kemahasiswaan meliputi : 

1) Menerapkan kebijakan program pembinaan dan pengembangan 

mahasiswa atas usul Ketua; 

2) Menetapkan kebijakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. 

(3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Senat STIKes Sukabumi meliputi : 



1. 31 

 

1. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akademik dan pengembangan STIKes 

Sukabumi; 

2. Memberikan pertimbangan/masukan  kebijakan penilaian prestasi akademik 

dan pengembangan kecakapan serta kepribadiaan sivitas akademika; 

3. Memberikan pertimbangan/masukan dan mengawasi norma dan tolok ukur 

penyelenggaraan STIKes Sukabumi; 

4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Induk 

Pengembangan, Rencana Strategi, Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja sekolah tinggi atau Rencana Operasional yang diajukan oleh 

pimpinan STIKes Sukabumi; 

5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan STIKes Sukabumi atas pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan; 

6. Menetapkan dan mengawasi peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIKes Sukabumi; 

7. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan 

calon-calon yang diusulkan untuk dipilih dan/atau  diangkat menjadi Ketua; 

8. Memberikan pertimbangan kepada dosen yang dicalonkan memangku jabatan 

akademik di atas Lektor; dan 

9. Menetapkan dan mengawasi norma-norma yang berlaku bagi sivitas 

akademika. 

(4) Dalam hal tertentu, Senat dapat memberikan pertimbangan kepada Badan 

Penyelenggara jika kebijakan-kebijakan pimpinan dinilai menyebabkan kerugian 

bagi STIKes Sukabumi. 

(5) Senat dapat  mengusulkan perubahan statuta kepada Badan Penyelenggara. 

 

Bagian Ke Lima 

Pasal 39 

Sidang dan Rapat Senat 

(1) Sidang senat STIKes Sukabumi ; 

a. Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, dengan agenda 

kegiatan antara lain : Sidang Senat promosi Doktor, penganugerahan gelar 
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Doktor Honoris Causa, Wisuda, dan perayaan Hari Ulang Tahun (Dies Natalis) 

STIKes Sukabumi dan/atau agenda lain yang dipandang perlu; 

b. Sidang STIKes Sukabumi dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri 

sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari anggota Senat; 

c. Keputusan Senat STIKes Sukabumi didasarkan atas musyawarah untuk  

mufakat, dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai, keputusan 

diambil dengan suara terbanyak dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan 

dengan cara pemungutan suara. 

d. Sidang Senat dilakukan secara Terbuka dan/atau apabila dipandang perlu dapat 

dilakukan secara Tertutup. 

(2) Rapat Senat STIKes Sukabumi ; 

a. Rapat Senat Biasa; 

b. Rapat Senat Khusus untuk melangsungkan pemilihan Ketua STIKes Sukabumi. 

(3) Rapat Senat Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan 

sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

(4) Sidang Senat dan Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dengan didampingi oleh 

Sekretaris. 

(5) Setiap Rapat Senat dibuatkan Notulen Rapat oleh Sekretaris Senat. 

(6) Tata Tertib Sidang Senat dan Tata Tertib Rapat Senat diatur oleh Senat STIKes 

Sukabumi. 

 

Bagian Keenam 

Pasal 40 

Tata Kerja Ketua 

(1) Ketua sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab penyelenggaran 

pendidikan tinggi di STIKes Sukabumi. 

(2) Ketua bertanggung jawab langsung kepada Badan Penyelenggara. 

(3) Ketua mewakili STIKes Sukabumi di dalam dan di luar pengadilan untuk 

kepentingan dan tujuan STIKes Sukabumi. 
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Bagian Ketujuh 

Pasal 41 

Tugas dan  Fungsi Ketua STIKes Sukabumi 

(1) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, 

penyelenggaraan penelitian, dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 

serta membina pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa, pengembangan 

identitas STIKes Sukabumi, dan hubungan dengan lingkungan. 

(2) Ketua menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; 

b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; 

dan 

e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif 

 

Bagian Kedelapan 

Pasal 42 

Wewenang dan Tanggungjawab  Ketua STIKes Sukabumi  

(1) Ketua STIKes Sukabumi mempunyai wewenang dan tanggung jawab : 

a. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; 

b. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan penetapannya kepada 

Badan Penyelenggara dalam hal ini Pengurus Yayasan setelah mendapat 

persetujuan senat; 

c. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang dan 

jangka pendek; 

d. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan Rencana Pendapatan dan Belanja 

STIKes Sukabumi 
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e. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pimpinan 

STIKes Sukabumi setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan dan 

pertimbangan Senat; 

f. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Dosen dan Tenaga 

Kependidikan dilingkungan STIKes Sukabumi kepada  Pengurus Yayasan;  

g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta 

karyawan/karyawati  yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, 

dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat; 

h. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; 

i. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; 

j. Menyelenggarakan Sistem Informasi manajemen berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang handal dan mendukung pengelolaan tridharma perguruan 

tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan 

kealumnian; 

k. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, 

pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan 

masyarakat; 

l. Melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari masing-masing 

unit organisasi mengenai pelaksanaan tugas; 

m. Mengembangkan kemitraan/kerja sama dengan pihak-pihak lain; 

n. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta 

kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan 

tinggi. 

o. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Penyelenggara setiap 

akhir tahun akademik dan akhir masa jabatan; 

(2) Laporan Pertanggungjawaban Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  o 

di nilai oleh senat dan hasilnya disampaikan kepada Badan Penyelenggara. 

(3) Dalam Pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan sebagai berikut : 

a. Di bidang akademik, Ketua bertanggung jawab kepada menteri; 

b. Di bidang administrasi dan keuangan, Ketua bertanggung jawab kepada Badan 

Penyelenggara.   
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Bagian Kesembilan 

Pasal 43 

Tata Kerja Wakil Ketua 

(1) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua yang terdiri atas : 

a. Wakil Ketua Bidang Akademik dan/atau dapat disebut Wakil Ketua I; 

b. Wakil Ketua Bidang Umum, Keuangan dan SDM dan/atau dapat disebut Wakil 

Ketua II; 

c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan/atau dapat disebut Wakil Ketua III; 

(2) Wakil Ketua I membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

(3) Wakil Ketua II membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang 

keuangan, sumberdaya manusia, dan administrasi umum. 

(4) Wakil Ketua III membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan 

pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 

(5) Jabatan wakil ketua dapat menambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

(6) Wakil ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada 

Ketua. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja wakil ketua diatur dalam peraturan ketua 

sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kesepuluh 

Pasal 44 

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua 

(1) Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang akademik adalah membantu ketua dalam 

hal : 

a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan 

kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

b. Pembinaan dan pengembangan kurikulum di semua program studi yang ada; 
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c. Pembinaan tenaga dosen dan penunjang akademik; 

d. Pemikiran dan perencanaan baru untuk menyelenggarakan kegiatan akademik 

agar selaras dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni; 

e. Perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan tambahan bagi upaya 

pengembangan nalar sivitas akademika STIKes Sukabumi; 

f. Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan proses belajar mengajar; 

g. Menciptakan suasana akademik yang baik dan mendukung kegiatan proses 

belajar mengajar mahasiswa di dalam kampus; 

h. Perencanaan dan pengawasan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 

i. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

j. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua. 

(2) Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang administrasi umum, keuangan dan 

sumber daya manusia adalah membantu ketua dalam hal : 

a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan; 

b. Pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; 

c. Pengelolaan perlengkapan inventaris; 

d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

lingkungan 

e. Perencanaan dan penyelenggaraan ketatausahaan; 

f. Perencanaan rekruitmen calon pegawai dan penilaian hasil kerja pegawai; 

g. Kerjasama dengan instansi lain dalam bidang pengembangan sumberdaya; 

h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua. 

(3) Tugas dan wewenang Wakil Ketua bidang kemahasiswaan adalah membantu ketua 

dalam hal : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan rekruitmen mahasiswa. 

b. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepada kemahasiswaan ke arah 

pengembangan sikap dan orientasi, nalar dan kreatifitas, minat dan bakat, 

softskill, etik, spiritual, kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa; 
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c. Pelayanan pengembangan etika, nalar dan kreatifitas, minat dan bakat, 

softskill, etik dan spiritual serta kesejahteraan mahasiswa; 

d. Pembinaan kegiatan mahasiswa dalam upaya mencapai pencitraan STIKes 

Sukabumi; 

e. Pembinaan organisasi kemahasiswaan dan ikatan alumni; 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendayagunaan dan daya serap lulusan; 

g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang kemahasiswaan; 

h. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada ketua. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata wewenang dan tugas  wakil ketua diatur 

dalam peraturan ketua sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Bagian Kesebelas 

Pasal 45 

Pelaksana Akademik 

Program Studi 

(1) Program studi bertugas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan program 

pendidikan akademik, vokasi, dan professional 

(2) Pelaksana akademik program studi terdiri dari : 

a. Ketua program studi 

b. Sekretaris program studi 

c. Kelompok dosen 

(3) Pengembangan dan pendirian program studi baru dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas pokok dari kelompok dosen yang 

diberi tugas tambahan diatur dengan peraturan ketua sesuai peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Keduabelas 

Pasal 46 

Tugas dan Wewenang Program Studi  
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(1) Ketua program studi memiliki jenjang pendidikan yang linier secara keilmuan dan 

minimal satu tingkat lebih tinggi dari program pendidikan yang dipimpinnya 

(2) Ketua program studi bertanggungjawab langsung kepada ketua 

(3) Tugas pokok dan wewenang ketua program studi meliputi : 

a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, pembinaan 

administratif dan pembinaan kemahasiswaan dilingkungan program studi; 

b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengembangan pendidikan 

dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

c. Merumuskan perencanaan kebutuhan program baru di bidang akademik; 

d. Melaksanakan pembinaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan lainnya di 

lingkungan program studi. 

e. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan akademik. 

f. Penyusunan dan pelaksanaan program ko-kurikuler yang mengarah pada 

peningkatan daya nalar mahasiswa. 

g. Bekerja sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan STIKes Sukabumi 

untuk kepentingan bidang akademik. 

h. Mengawasi pelaksanaan tugas semua unit kegiatan di lingkungan program 

studi. 

i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada ketua.  

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja program studi diatur lebih lanjut dalam 

peraturan ketua sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketigabelas 

Pasal 47 

Unit Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(1) Unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada STIKes 

Sukabumi adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

selanjutnya disebut LPPM dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung 

jawab langsung kepada Ketua. 
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(2) LPPM dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada 

ketua 

(3) Tugas dan wewenang LPPM meliputi : 

a. Menyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

b. Menyusun panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan untuk keperluan dan 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta 

pembangunan kesehatan masyarakat dan pengembangan STIKes Sukabumi 

d. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk keperluan dan 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta 

pembangunan kesehatan masyarakat dan pengembangan STIKes Sukabumi 

e. Mengembangkan dan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

f. Mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan secara perorangan maupun kelompok 

g. Memfasilitasi desiminasi, publikasi hasil penelitian, HAKI dan pengabdian 

kepada masyarakat 

h. Mengembangkan kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugasnya kepada ketua. 

(4) Unsur pelaksana LPPM terdiri dari : 

a. Kepala LPPM 

b. Sekretaris LPPM 

c. Pelaksana administrasi 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dala 

dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 

 

Bagian Keempatbelas 

Pasal 48 

Unit Pelaksana Penjaminan Mutu 
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(1) Unit pelaksana penjaminan mutu pada STIKes Sukabumi adalah Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP dan dipimpin oleh 

seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua. 

(2) LPMP dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada 

ketua 

(3) Tugas dan wewenang kepala LPMP meliputi : 

a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan 

mengembangkan SPMI  

b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas kebijakan, manual standar dan 

formulir; 

c. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu untuk keperluan dan kepentingan 

pengembangan STIKes Sukabumi 

d. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lain dalam 

program pengembangan mutu STIKes Sukabumi. 

e. Mengelola Pangkalan Data Dikti STIKes Sukabumi. 

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas tugasnya kepada ketua. 

(4) Unsur pelaksana LPMP terdiri dari : 

a. Kepala LPMP 

b. Sekretaris LPMP 

c. Pelaksana administrasi 

d. Unit jaminan mutu pada program studi 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penjaminan mutu pendidikan diatur dalam 

peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Kelimabelas 

Pasal 49 

Unit Pelaksana  Administrasi 

(1) Pelaksana Administrasi pada STIKes Sukabumi dilakukan oleh satuan pelaksana 

tugas berbentuk Bagian dan Subbagian yang menyelenggarakan pelayanan 

administratif kepada seluruh unsur dilingkungan STIKes Sukabumi. 

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 
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a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); 

b. Bagian Administrasi Umum (BAU); 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang 

bertanggung jawab kepada Ketua, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah 

mendapat persetujuan/rekomendasi Badan Penyelenggara dalam hal ini Pengurus 

Yayasan dan pertimbangan senat, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari  

dikoordinasikan oleh Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin  oleh seorang Kepala 

Subbagian yang  diangkat dan  diberhentikan  oleh  Ketua  setelah mendapat  

persetujuan senat dan rekomendasi Badan Penyelenggara  serta berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

(5) Penambahan jumlah Bagian dan Subbagian ditetapkan oleh Badan Penyelenggara 

atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Senat. 

 

Bagian Keenambelas 

Pasal 50 

Tugas dan Wewenang BAAK 

(1)  Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut  

BAAK terdiri atas : 

a. Subbagian Administrasi Akademik ; 

b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan 

(2) Tugas dan wewenang  Kepala BAAK sebagai pelaksana Administrasi meliputi : 

a. Pelayanan administrasi akademik meliputi penerimaan mahasiswa, 

penyelenggaraan perkuliahan,  penilaian hasil belajar, wisuda, dies natalis, 

pertemuan ilmiah, kegiatan kemahasiswaan akademik dan non-akademik dan 

alumni; 

b. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan lainnya untuk penyelenggaraan 

wisuda, dies natalis dan pertemuan ilmiah; 

c. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan 

kemahasiswaan dan alumni; 
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d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

kewenangannya; 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang administrasi akademik diatur lebih lanjut dalam 

peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

 

 

Bagian Ketujuhbelas 

Pasal 51 

Tugas dan Wewenang BAU 

(1) Bagian Administrasi Umum yang selanjutnya disebut BAU terdiri atas : 

a. Subbagian Kepegawaian  

b. Subbagian Keuangan  

c. Subbagian Rumah Tangga 

d. Subbagian Humas dan Kerjasama 

(2) Tugas dan wewenang  Kepala BAU sebagai pelaksana administrasi  non-

akademik meliputi : 

a. Pelayanan administrasi di bidang organisasi dan tata laksana dengan uraian 

tugas  : mengevaluasi, menata dan mengembangkan unit organisasi, 

membuat analisis jabatan dan beban kerja, membuat SOP dan mekanisme 

hubungan kerja, dan pelayanan publik; 

b. Pelayanan administrasi di bidang hukum dan perundang-undangan dengan 

uraian tugas  : Menyiapkan pemberian bantuan hukum, menyusun konsep 

statuta, surat keputusan, peraturan-peraturan, dan menyiapkan bahan 

pertimbangan hukum untuk unsur pimpinan; 

c. Pelayanan administrasi di bidang ketataushaan dan kerumahtanggaan 

dengan uraian tugas : melayani administrasi/tata usaha pimpinan, surat-

menyurat, kearsipan, keprotokolan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan 

prasarana, memelihara dan menjaga kebersihan ruangan, MCK, kebersihan 
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lingkungan kampus, menata pertamanan dan keamanan lingkungan kampus 

serta administrasi perkantoran lainnya; 

d. Pelayanan administrasi bidang keuangan dengan uraian tugas : Menyusun 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, pengelolaan anggaran, 

pencairan anggaran, menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan; 

e. Pelayanan administrasi di bidang kepegawaian dengan uraian tugas : 

Menyiapkan administrasi penerimaan/ pengangkatan, 

penempatan/penugasan dan perberhentian pegawai, pembinaan pegawai, 

kenaikan pangkat,  mutasi pegawai, disiplin pegawai, pendidikan dan 

latihan dan pengembangan sumber daya manusia;  

f. Pelayanan administrasi di bidang sarana dan prasarana dengan uraian tugas : 

Menyiapkan administrasi pengadaan sarana dan prasarana, memanfaatkan 

sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, inventaris dan 

penghapusan sarana dan prasarana, menyiapkan dokumen pengadaan barang 

dan jasa, dan pelaporan sarana dan prasarana; 

g. Pelayanan administrasi di bidang Hubungan Masyarakat dengan uraian 

tugas : Menyusun dan menyiapkan bahan dan layanan informasi, publikasi, 

promosi, peliputan kegiatan pimpinan dan kegiatan kemahasiswaan,  

dokumentasi kegiatan, penanganan pengaduan masyarakat, monitoring 

berita media masa; 

h. Pelayanan teknis serta administrasi lainnya.  

(3) Tugas dan wewenang Kepala Subbagian Kepegawaian meliputi : 

a. Menyiapkan administrasi penerimaan, pengangkatan, penempatan, 

penugasan dan pemberhentian pegawai; 

b. Menyusun  manajemen pembinaan pegawai; 

c. Menyiapkan administrasi untuk penyelengaraan pendidikan dan latihan, 

pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan/pengembangan 

sumber daya manusia;  

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

kewenangannya; 

(4) Tugas dan wewenang Kepala Subbagian Rumah tangga meliputi : 
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a. Menyiapkan administrasi pengadaan sarana dan prasarana, serta dokumen 

pengadaan barang dan jasa; 

b. Menyusun dan menata manajemen inventaris dan penghapusan sarana dan 

prasarana; 

c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; 

d. Menyusun dan menata manajemen sistem keamanan dilingkungan kampus; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

kewenangannya; 

(5) Tugas dan wewenang Kepala Subbagian Keuangan meliputi : 

a. Menyiapkan administrasi dan bahan-bahan untuk menyusun Recana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja dan rencana anggaran kegiatan lainnya; 

b. Mengadakan koordinasi dengan bendaharawan dalam hal pengelolaan 

anggaran dan pencairan anggaran serta untuk penyusunan laporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

c. Menyiapkan administrasi keuangan lainnya; 

d.     Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

kewenangannya; 

(6) Tugas dan wewenang Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama meliputi : 

a. Menyusun dan menata manajemen sistem  kearsipan; 

b. Menyusun dan menata manajemen keprotokolan; 

c. Menyiapkan bahan/data-data untuk keperluan penyusunan rencana dan  

program jangka panjang, jangka menengah dan Rencana Kerja Tahunan; 

d. Menyiapkan administrasi dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan program; 

e. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data untuk bahan pimpinan, 

bahan laporan dan layanan informasi untuk bahan hubungan masyarakat; 

f. Melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kerja sama; 

g. Melaksanakan administrasi kegiatan kerja sama di lingkungan STIKes 

Sukabumi; 

h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama; 

i. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama; 
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j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan konferensi pers dan teleconference; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

kewenangannya; 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang administrasi umum diatur lebih lanjut dalam 

peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

 

 

Bagian Kedelapanbelas 

Pasal 52 

Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit Penunjang  penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi pada STIKes Sukabumi yang terdiri atas : 

a. UPT Laboratorium Kesehatan; 

b. UPT Perpustakaan  

c. UPT Teknologi informasi dan Bahasa; 

d. UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P3K2) 

e. UPT lainnya sesuai dengan kebutuhan.  

 

Bagian Kesembilanbelas 

Pasal 53 

UPT Laboratorium Kesehatan 

(1) UPT Laboratorium kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT  yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua; 

(2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I; 

(3) UPT Laboratorium kesehatan  terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Petugas Tata Usaha; 

c. Kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas : Kelompok Laboran dan 

Dosen sesuai dengan keahliannya. 
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(4) Tugas dan wewenang Kepala UPT Laboratorium Kesehatan meliputi : 

a. Menyusun  program dan perencanaan anggaran untuk kegiatan UPT 

laboratorium; 

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium untuk  mendukung 

kelancaran kegiatan pembelajaran mahasiswa; 

c. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana laboratorium; 

d. Memelihara peralatan laboratorium beserta kelengkapannya; 

e. Mengkoordinasikan sirkulasi penggunaan alat dan sarana laboratorium; 

f. Pemberian pelayanan  kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan bagi 

mahasiswa dan dosen serta karyawan di lingkungan STIKes Sukabumi; 

g. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang terkait dengan kewenangannya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Laboratorium kesehatan diatur lebih lanjut 

dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Keduapuluh 

Pasal 54 

UPT Perpustakaan 

(1) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala  yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan senat dan bertanggung jawab langsung 

kepada Ketua; 

(2) Kepala UPT Perpustakaan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang 

akademik/Wakil Ketua I. 

(3) UPT Perpustakaan terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Petugas Tata Usaha; dan 

c. Kelompok jabatan fungsional pustakawan yang terdiri atas : Para Pustakawan  

dan tenaga akademik. 

(4) Tugas dan wewenang Kepala UPT Perpustakaan meliputi : 

a. Menyusun  program dan perencanaan anggaran untuk kegiatan UPT 

perpustakaan; 
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b. Melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan pembelajaran mahasiswa baik secara langsung dan/atau melalui 

aplikasi on line berupa website, e-journal dan e-books; 

c. Melaksanakan pemberdayaan sarana dan prasarana perpustakaan; 

d. Memelihara bahan pustaka dan perlengkapan lainnya; 

e. Mengkoordinasikan sirkulasi pemanfaatan buku-buku perpustakaan; 

f. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang terkait dengan kewenangannya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Perpustakaan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

Bagian Keduapuluh satu 

Pasal 55 

UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

(1) UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P3K2) merupakan 

salah satu unit yang diberikan tanggung jawab untuk menangani urusan layanan, 

pengembangan dan penyedia informasi karir dan kewirausahaan untuk mahasiswa 

dan alumni STIKes Sukabumi.  

(2) Kepala UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P3K2) 

dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang akademik/Wakil Ketua III. 

(3) UPT P3K2 terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Koordinator 

(4) Tugas dan wewenang Kepala UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan (P3K2) meliputi : 

a. Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Tracer Study 

b. Mengelola Database Alumni 

c. Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Dan Evaluasi 

Kewirausahaan 

d. Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Bidang Karir 

e. Mengelola Web.  Pusat Karir Dan Kewirausahaan 
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(5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Pusat Pelayanan Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan (P3K2) diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai 

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Keduapuluh dua 

Pasal 56 

UPT Teknologi informasi dan Bahasa 

(1) UPT Teknologi informasi dan Bahasa merupakan unit pengembangan, 

pengelolaan teknologi informasi dan bahasa untuk meningkatkan pelayanan 

teknologi informasi dan bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dilingkungan  

STIKes Sukabumi, institusi lainnya dan masyarakat pada umumnya. 

(2) Kepala UPT Teknologi informasi dan Bahasa dikoordinasikan oleh Wakil Ketua 

bidang akademik/Wakil Ketua I. 

(3) UPT Teknologi informasi dan Bahasa terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Petugas Tata Usaha; dan  

c. Kelompok jabatan fungsional  pengolah data yang terdiri atas : Pranata teknik 

informasi, teknisi komputer, dan tenaga akademik. 

(4) Tugas dan wewenang Kepala UPT Teknologi Informasi dan Bahasa meliputi : 

a. Memberi pelayanan teknologi  informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu 

pendidikan dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendidikan; 

b. Melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi  

c. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan teknologi 

dan komunikasi; 

d. Menjaga dan mengamankan kerahasiaan  data dan informasi dari pihak yang  

e. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang terkait dengan kewenangannya.  

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang UPT Teknologi informasi dan bahasa diatur lebih 

lanjut dalam peraturan ketua yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 
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Bagian Keduapuluh Tiga 

Pasal 57 

Komisi Pengawas  Etik 

(1) Komisi Pengawas Etik yang selanjutnya disebut KPE,  merupakan organ STIKes 

Sukabumi yang menjalankan fungsi pengawasan etik internal  bidang akademik 

dan non-akademik dalam rangka membantu pimpinan untuk meningkatkan 

kinerja. 

(2) KPE terdiri atas : 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. Anggota. 

(3) Ketua, sekretaris dan anggota KPE diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah 

mendapat pertimbangan senat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. 

(4) Tugas dan Wewenang KPE ;  

a. Menyusun panduan etik 

b. Melakukan sosialisasi etik 

c. Merespon laporan terhadap pelanggaran etik 

d. Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan pelanggaran etik yang 

diduga dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

e. Menetapkan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik beserta 

sanksi yang akan dijatuhkan. 

f. Mengusulkan pemberian sanksi pelanggaran etik 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan etik 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan etik 

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang dewan penyantun diatur lebih lanjut dalam 

peraturan ketua sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Keduapuluh Empat 

Pasal 58 

Dewan Penyantun 
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(1) Dewan penyantun  merupakan organ STIKes Sukabumi yang terdiri atas tokoh-

tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan 

permasalahan di STIKes Sukabumi dan menjalankan fungsi memberi 

pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan STIKes 

Sukabumi. 

(2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun paling sedikit 5 (lima) orang yang dapat  

berasal dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, 

pengusaha, alumni dan purna bhakti STIKes Sukabumi. 

(3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan 

Penyantun dan ditetapkan oleh Ketua. 

(4) Dewan Penyantun terdiri atas : 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkat anggota; dan 

c. Anggota. 

(5) Tugas dan wewenang Dewan Penyantun meliputi : 

a. Memberi telaahan terhadap kebijakan Ketua STIKes Sukabumi di bidang 

non-akademik; 

b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Ketua STIKes Sukabumi di 

bidang non-akademik; 

c. Memberikan pertimbangan kepada Ketua STIKes Sukabumi dalam mengelola 

STIKes Sukabumi; 

d. Membantu pemikiran dalam hal penggalian sumber dana dan/atau hibah yang 

tidak mengikat; dan 

e. Dan tugas lain yang terkait dengan kewenangannya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang dewan penyantun diatur lebih lanjut dalam peraturan 

ketua sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Duapuluh Lima 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  

Struktur Organisasi STIKes Sukabumi 

Pasal 59 
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Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Senat 

(1) Senat STIKes Sukabumi berjumlah ganjil, yang terdiri atas unsur-unsur : 

a. Ketua  

b. Wakil Ketua; 

c. Kepala lembaga 

d. Ketua Program Studi; 

e. Perwakilan dosen; 

f. Perwakilan tenaga kependidikan 

g. Unsur lain dari unit kerja dilingkungan STIKes Sukabumi dan/atau orang 

yang berjasa pada STIKes Sukabumi yang ditetapkan oleh senat; 

h. Pimpinan dan anggota Badan penyelenggara tidak dibenarkan menjadi 

kepengurusan senat STIKes Sukabumi; 

i. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah personil kepengurusan senat 

ditetapkan oleh senat STIKes Sukabumi. 

(2) Senat STIKes Sukabumi diketuai oleh Ketua STIKes Sukabumi dan dibantu oleh 

seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat. 

(3) Kepengurusan senat STIKes Sukabumi ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan 

atas usul Ketua STIKes Sukabumi; 

(4) Anggota senat diberhentikan apabila : 

a. Meninggal dunia 

b. Berakhir masa jabatannya 

c. Sakit jasmani/rohani secara terus menerus selama dalam waktu lebih dari 6 

(enam) bulan; 

d. Mengundurkan diri 

e. Melanggar norma dan kode etik STIKes Sukabumi; atau 

f. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

berdasarkan keputusan pengadilan  

g. Berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan dikarenakan tugas 

(5) Penggantian kepengurusan antar waktu ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan 

atas usul Ketua setelah mendapat pertimbangan senat. 
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Bagian Ke Duapuluh Enam 

Pasal 60 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua 

(1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan berdasarkan 

usulan senat.  

(2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua STIKes Sukabumi : 

a. Dosen Tetap dan/atau dosen yang diperbantukan/dipekerjakan  pada 

yayasan  

b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berusia paling tinggi 4 tahun sebelum habis masa usia pensiun sesuai 

jabatan akademik tertinggi.  

d. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);  

e. Memiliki jabatan akademik  

f. Memiliki pengalaman manajerial dilingkungan Perguruan Tinggi 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 

g. Badan Penyelenggara tidak dibenarkan menjadi pimpinan di STIKes 

Sukabumi 

h. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua STIKes Sukabumi yang dinyatakan 

secara tertulis, bagi unsur Badan Penyelenggara bersedia mengundurkan 

diri yayasan; 

i. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dinyatakan secara 

tertulis oleh dokter  yang berwenang; 

j. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang 

dinyatakan secara tertulis; 

k. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan tindak pidana  yang 

diancam pidana paling rendah pidana kurungan; 

l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang 

dinyatakan secara tertulis; 

m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis.  
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(3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 

dua kali masa jabatan berturut-turut. 

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIKes Sukabumi 

dilakukan melalui tahap sebagai berikut : 

a. Tahap penjaringan bakal calon; 

b. Tahap penyaringan calon; 

c. Tahap pemilihan calon; dan 

d. Tahap pengangkatan. 

(5) Ketua Pengurus Yayasan menugaskan senat untuk melakukan penjaringan bakal 

calon  dan penyaringan calon Ketua STIKes Sukabumi. 

(6) Yayasan memilih salah seorang dari calon-calon pimpinan perguruan tinggi 

yang telah mendapatkan pertimbangan senat Stikes Sukabumi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua diatur 

lebih lanjut dalam peraturan yayasan sesuai dengan peraturan dan perundangan 

yang berlaku. 

 

Bagian Ke Duapuluh Tujuh 

Pasal 61 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Ketua 

(1) Wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh ketua setelah mendapatkan 

pertimbangan senat dan badan penyelenggara 

(2) Apabila Wakil Ketua berhalangan tidak tetap, maka ketua mengambil alih tugas 

dan wewenang wakil ketua 

(3) Apabila wakil ketua berhalangan tetap, ketua mengangkat Wakil Ketua antar 

waktu setelah mendapat pertimbangan senat dan penyelenggara 

(4) Khusus untuk Wakil Ketua bidang Administrasi (Wakil Ketua II) dapat diusulkan 

dari unsur non-dosen. 

(5) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 

dengan ketentuan tidak boleh dua kali masa jabatan berturut-turut.  
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(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil ketua 

diatur lebih lanjut dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Duapuluh Delapan 

Pasal 62 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unit Pelaksana Akademik 

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usulan pimpinan 

satuan akademik yang membawahinya dan setelah mendapat pertimbangan senat. 

(2) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua atas usulan 

Ketua Program Studi. 

(3) Apabila Ketua Program Studi berhalangan sementara, maka Sekretaris mengambil 

alih tugas dan wewenang Ketua Program Studi. 

(4) Apabila Ketua Program Studi berhalangan tetap, Ketua mengangkat Ketua 

Program Studi antar waktu setelah mendapat pertimbangan senat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ketua progran studi dan sekretaris 

serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan ketua 

sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Duapuluh Sembilan 

Pasal 63 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat 

(1) LPPM diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi setelah mendapat 

pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian LPPM diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Tigapuluh 

Pasal 64 
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Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian 

Unit Penjaminan Mutu 

(1) LPMP diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi setelah mendapat 

pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian LPMP diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

 

 

 

 

Bagian Ketiga Puluh Satu 

Pasal 65 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unit Pelaksana Administrasi 

(1) Pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi 

setelah mendapat pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian unit pelaksana administasi diatur dalam peraturan ketua sesuai 

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.  

 

Bagian Ke Tigapuluh Dua 

Pasal 66 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unit Pelaksana Teknis 

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi setelah 

mendapat pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian unit pelaksana teknis diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan 

peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Tigapuluh Tiga 

Pasal 67 
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Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Etik 

(1) Ketua Komisi Etik diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi 

setelah mendapat pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian Komisi diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Bagian Ke Tigapuluh Empat 

Pasal 68 

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penyantun 

(1) Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh ketua STIKes Sukabumi 

setelah mendapat pertimbangan senat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian dewan penyantun diatur dalam peraturan Ketua peraturan ketua 

sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.  

 

BAB VIII 

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Ke satu 

Pasal 69 

Dosen 

(1) Dosen merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan 

Pengurus Yayasan untuk bekerja dilingkungan STIKes Sukabumi dan secara 

langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Dosen pada STIKes Sukabumi dibagi atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan 

dosen dengan perjanjian kerja 
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(3) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus tenaga 

pendidik tetap secara administratif memiliki kaitan kerja dalam jangka waktu 

lama, yaitu : 

a. Dosen yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan; 

b. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang dipekerjakan di STIKes Sukabumi. 

(4) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan berstatus pegawai tetap di STIKes 

Sukabumi. 

(5) Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja 

minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5), diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan 

yang berlaku. 

Bagian Ke Dua 

Pasal 70 

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen 

(1) Persyaratan untuk menjadi dosen di STIKes Sukabumi adalah : 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945; 

d. Memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar; 

e. Berpendidikan paling rendah magister dengan prodi yang relevan; 

f. Memiliki moral dan integritas yang tinggi; 

g. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan 

negara; 

h. Memiliki loyalitas dan sanggup untuk mematuhi ketentuan yang  berlaku di 

STIKes Sukabumi yang berkaitan dengan tugas dosen. 

i. Tidak menggunakan NAPZA dan gangguan mental 

j. Aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

(2) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan ditetapkan oleh yayasan 
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(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara persyaratan, pengangkatan, pemberhentian 

diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 

Bagian Ke Tiga 

Pasal 71 

Hak dan Kewajiban Dosen 

(1) Dosen berhak : 

a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial; 

b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja; 

c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual; 

d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber 

belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

e) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

dan 

f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan 

peserta didik; dan 

g) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi 

profesi keilmuan. 

h) Dosen berhak memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan tambahan, dan 

jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku 

(2) Dosen berkewajiban : 

a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat); 

b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; 



1. 59 

 

c. Meningkatkan dan mengembangkan  kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik 

serta nilai-nilai agama dan etika; 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban dosen, diatur dalam 

peraturan ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

Bagian Ke Lima 

Pasal 72 

Purnatugas Dosen 

(1) Dosen purnatugas adalah dosen yang telah melaksanakan tugas formalnya di 

STIKes Sukabumi. 

(2) Dosen yang telah memasuki masa purnatugas dengan pertimbangan kepakaran 

dan kebutuhan lembaga dapat diusulkan sebagai Dosen tidak tetap.  

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang purna tugas dosen diatur dengan Peraturan Ketua 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 73 

Tenaga Kependidikan 

(1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat dengan perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes Sukabumi. 
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(2) Jabatan fungsional Tenaga Kependidikan terdiri atas:  

a. Fungsional umum meliputi teknisi, pengadministrasi, operator, arsiparis, 

pranata humas dan jabatan administrasi lainnya. 

b. Fungsional tertentu meliputi pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional 

tertentu lainnya. 

(3) Persyaratan untuk menjadi tenaga kependidikan adalah : 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Setia kepada  ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

d. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 

(tiga), memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya; 

e. Memiliki kepribadian, moral dan integritas yang tinggi; 

f. Berkelakuan baik dan tidak pernah  terlibat kasus narkoba berdasarkan surat 

keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia; 

g. Disiplin, jujur dan bertanggungjawab; 

h. Sanggup bekerjasama dengan unit lainnya yang berada dilingkungan STIKes 

Sukabumi. 

(4) Tenaga kependidikan mempunyai hak : 

a. Mendapatkan gaji, penghasilan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan 

peraturan dan perundang – undangan yang berlaku 

b. Mendapatkan jabatan fungsional, dan jabatan tambahan/struktural  

c. Mendapatkan  pendidikan lanjutan dan beasiswa 

d. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi 

(5) Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban : 

a. Merencanakan, melaksanakan proses pekerjaan, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pekerjaan; 

b. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta 

didik dalam pembelajaran; 

c. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta 

nilai-nilai agama dan etika; 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pemberhentian dan penghargaan 

serta pembinaan tenaga kependidikan serta tugas dan wewenang tenaga 

kependidikan diatur dalam peraturan Ketua sesuai peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 

 

BAB IX 

MAHASISWA DAN ALUMNI 

Bagian Ke Satu 

Mahasiswa 

Pasal 74 

Persyaratan Menjadi Mahasiswa 

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIKes Sukabumi 

(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa STIKes Sukabumi meliputi : 

a. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah; 

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

c. Memiliki ijazah dan/atau surat tanda kelulusan dari jenjang pendidikan 

menengah 

d. Berhasil melewati serangkaian uji yang dipersyaratkan oleh STIKes 

Sukabumi 

e. Memiliki etika dan sikap sesuai karakteristik Program Studi;  

(3) Warga negara asing  dapat menjadi mahasiswa STIKes Sukabumi setelah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(4) Ketentuan lebih lanjut persyaratan menjadi mahasiswa termasuk pola pembinaan 

dan pengembangan mahasiswa diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan 

peraturan dan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Dua 

Pasal 75 

Hak, Kewajiban, serta Sangsi Bagi Mahasiswa 

(1) Mahasiswa mempunyai hak untuk : 
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a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

dalam lingkungan akademik 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik 

sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan 

c. Memanfaatkan fasilitas STIKes Sukabumi dalam rangka kelancaran proses 

belajar sesuai peraturan yang berlaku. 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi 

yang diikutinya dalam penyelesaian studinya 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya serta hasil belajarnya 

f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

g. Memanfaatkan sumberdaya STIKes Sukabumi melalui perwakilan 

/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, 

minat dan tata kehidupan bermasyarakat 

h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di STIKes Sukabumi 

i. Memperoleh cuti akademik jika telah memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan. 

j. Menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan bertanggung jawab serta 

mendapatkan penjelasan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

dalam lingkungan STIKes Sukabumi 

k. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : 

a. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STIKes Sukabumi 

b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan di STIKes Sukabumi 

c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional 

d. Bersikap sopan dan santun, saling menghormati tanpa memandang suku, 

agama, ras, dan golongan kepada sesama anggota sivitas STIKes Sukabumi 

e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIKes Sukabumi; 
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f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

(3) Sanksi bagi mahasiswa 

a. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, dan panitia kegiatan 

sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. 

b. Jenis sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

c. Sanksi dapat berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian 

sementara, pencabutan fasilitas kegiatan dan pelayanan adnministratif, ganti 

rugi, dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan, pengurangan nilai, pencabutan 

status mahasiswa, penyerahan proses hukum kepada pihak kepolisian, 

pembubaran organisasi dan pembubaran panitia. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang menjadi hak, kewajiban dan sanksi mahasiswa 

diatur dalam peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perundangan yang 

berlakuu. 

 

 

 

Bagian Ke Tiga 

Pasal 76 

Kegiatan Intra Kurikuler dan Extra Kurikuler Mahasiswa 

(1) Kegiatan kemasiswaan meliputi: 

a. Kegiatan Intrakurikuler, yaitu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang 

dihargai dengan jumlah satuan kredit semester (SKS). 

b. Kegiatan Ekstrakurikuler, yaitu kegiatan non SKS yang diikuti oleh 

mahasiswa yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan diatur dalam 

peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku. 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 77 



1. 64 

 

Organisasi Kemahasiswaan Pada STIKes Sukabumi 

(1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sebagai wadah untuk membina dan 

menumbuhkan jiwa kepemimpinan, daya nalar, minat, bakat, kreatifitas dan 

kesejahteraan mahasiswa 

(2) Organisasi kemahasiswaan di STIKes Sukabumi diselenggarakan dari, oleh dan 

untuk mahasiswa 

(3) Organisasi kemahasiswaan di STIKes Sukabumi terdiri atas : 

a. Dewan perwakilan mahasiswa (DPM) 

b. Badan eksekutif mahasiswa (BEM) 

c. Himpunan mahasiswa program studi (HIMA) 

d. Unit kegiatan mahasiswa (UKM) 

(4) Unit kegiatan mahasiswa (UKM) dapat dibentuk untuk menyalurkan kekhususan 

minat dan bakat dari mahasiswa 

(5) Nama organisasi kemahasiswaan di tingkat STIKes Sukabumi maupun program 

studi dapat menggunakan nama lain yang disepakati melalui musyawarah 

mahasiswa 

(6) Musyawarah dan kongres mahasiswa merupakan kekuasaan tertinggi yang 

melandasi segala aktifitas mahasiswa sebagaimana tujuan pada ayat (1) 

(7) Pembiayaan untuk kegiatan kemahasiswaan bersumber dari iuran dana 

kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota dan sumber 

lain yang tidak mengikat 

(8) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ini diatur dalam 

AD-ART organisasi kemahasiswaan 

 

Bagian Ke Lima 

Pasal 78 

Kegiatan Organisasi 

(1) Kegiatan organisasi mahasiswa antar kampus dan diluar kampus harus diketahui 

oleh ketua STIKes Sukabumi dan dikoordinasikan agar tidak mengganggu 

kegiatan akademik 
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(2) Kegiatan mahasiswa antar negara perlu rekomendasi dan/atau ijin direktorat 

jenderal pendidikan tinggi 

(3) Kegiatan individu dan atau organisasi mahasiswa yang dilakukan diluar kampus 

dan tidak mengatasnamakan organisasi mahasiswa dan atau tidak koordinasi, 

menjadi tanggungjawab mahasiswa dan atau organisasi mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

Bagian Ke Enam 

Pasal 79 

Hal Lain Tentang Mahasiswa 

Struktur, mekanisme dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam 

ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku 

 

 

 

 

 

Bagian Ketujuh 

Pasal 80 

Alumni 

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan berhasil menyelesaikan 

pendidikan di STIKes Sukabumi 

(2) Alumni STIKes Sukabumi dapat membentuk organisasi alumni dengan nama 

yang ditetapkan melalui musyawarah anggota  

(3) Organisasi alumni dibentuk bertujuan untuk menggalang rasa persatuan serta 

menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan 

pendidikan STIKes Sukabumi.   

(4) Ketentuan lain mengenai keanggotaan dan kegiatan organisasi ditentukan dalam 

AD-ART ikatan alumni STIKes Sukabumi 

(5) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan surat keputusan Ketua. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni diatur dalam AD ART Ikatan alumni dan 

peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku. 

 

 

BAB X 

KERJA SAMA 

Bagian Kesatu 

Pasal 81 

Tujuan Kerjasama 

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk : 

(1) Mengembangkan terealisasinya visi dan misi STIKes Sukabumi 

(2) Meningkatkan dan pengembangan STIKes Sukabumi dalam rangka memelihara, 

membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya. 

(3) Meningkatkan tersedianya sumber daya yang bermutu dalam rangka 

pengembangan kualitas dan wawasan akademik. 

(4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. 

(5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. 

Bagian Ke Dua 

Pasal 82 

Azas Kerja Sama 

Kerjasama dilakukan dengan menganut azas sebagai berikut :  

(1) Keselarasan dan keoptimalan visi dan misi  

(2) Legal yuridis merupakan bentuk, jenis dan sasaran kerjasama sejalan dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

(3) Efisiensi  

(4) Mutualisme  

(5) Saling menghormati  

(6) Kesejajaran dan kesetaraan  

(7) Transparan dan akuntabel 
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Bagian Ke Tiga 

Pasal 83 

Prinsip Kerja Sama Akademik dan Non Akademik 

(1) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional  

(2) Menghargai kesetaraan mutu antar lembaga/pihak penandatangan dan kerjasama 

yang saling menguntungkan 

(3) Menghasilkan output dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat 

(4) Menitik beratkan pada sifat kerjasama yang berkesinambungan 

(5) Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, 

nasional, dan internasional. 

 

Bagian Ke Empat 

Pasal 84 

Bentuk Kerjasama 

(1) STIKes Sukabumi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, 

pemerintah, dunia usaha, dunia industri /dan atau lembaga-lembaga lain baik 

didalam maupun diluar negeri 

(2) Kerjasama yang dimaksud ayat (1) terdiri dari kerjasama bidang akademik dan 

kerjasama bidang non akademik  

(3) Kerjasama bidangan akademik dilakukan dapat berupa : 

a. Manajemen perguruan tinggi. 

b. Kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

c. Kegiatan penelitian dan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Penjamianan mutu internal 

e. Penerbitan bersama karya ilmiah 

f. Pertukaran  dosen /dan atau mahasiswa  

g. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik 

h. Penyelenggaraan seminar bersama 

i. Pemagangan   

j. Gelar bersama/dana tau gelar ganda 
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k. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu 

(4) Kerjasama bidang non akademik berupa : 

a. Pendayagunaan asset 

b. Penggalangan dana 

c. Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual, dana atau; 

d. Bentuk lain yang dianggap perlu 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme dan bentuk kerjasama diatur dalam 

peraturan ketua sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku. 

 

BAB XI 

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA 

Pasal 85 

(1) Sarana dan prasarana STIKes Sukabumi didayagunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.  

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pendistribusian, 

pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan 

(3) Pendayagunaan sarana dan prasarana STIKes Sukabumi harus memperhatikan 

kelestarian lingkungan dan konservasi alam.  

(4) Sarana dan prasarana di lingkungan STIKes Sukabumi harus memenuhi persyaratan 

keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana STIKes 

Sukabumi diatur sesuai dengan Peraturan Ketua  

 

BAB XII 

PENGELOLAAN PENDANAAN DAN KEKAYAAN  

Pasal 86 

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sukabumi diperoleh dari 

sumber yayasan Perguruan Tinggi Kusumah Bangsa, pemerintah, masyarakat, 

kerjasama tridarma perguruan tinggi dan sumber lain yang sah. 
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(2) Pendanaan STIKes Sukabumi digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan 

pengembangan tridharma perguruan tinggi. 

(3) Segala bentuk penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak yang 

melalui dan atas nama STIKes Sukabumi adalah kekayaan yayasan. 

(4) Seluruh kekayaan STIKes Sukabumi termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, 

dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan yayasan. 

(5) Seluruh kekayaan STIKes Sukabumi dikelola secara mandiri, transparan, dan 

akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, 

pengelolaan, dan pengembangan STIKes Sukabumi. 

(6) Pengelolaan pendanaan dan Kekayaan STIKes Sukabumi di luar sarana dan 

prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Ketua dengan 

pertimbangan Senat. 

(7) Setiap sumber dana yang berasal dari masyarakat harus mendapatkan persetujuan 

tertulis dari yayasan 

 

 

 

 

 

BAB XIII 

PENGELOLAAN ANGGARAN STIKES SUKABUMI 

Pasal 87 

(1) Pengelolaan anggaran STIKes Sukabumi dilaksanakan secara mandiri dan terpadu 

dengan memperhatikan azas dan prinsip effektif, efesien, kredibel, transparansi, dan 

akuntabel. 

(2) System dan mekanisme perencanaan anggaran ditujukan untuk mendukung pencapian 

dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi 

(3) System dan mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan standar prosedur pengelolaan anggaran dan 

prinsip tatakelola yang baik. 
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(4) System akuntasi dan pelaporan dilakukan secara berkala kepada pemangku 

kepentingan dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan. 

(5) Pelaporan dilakukan secara periodik dan audit dilakukan oleh auditor internal. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan anggaran yang dimaksud pada ayat (1) 

dikelola secara otonomi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

BAB XIV 

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

Pasal 88 

(1) Sistem Penjaminan Mutu Internal atau disingkat menjadi SPMI  

(2) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi atau disingkat PPEPP 

(3) Pengelolaan SPMI di STIKes Sukabumi dilakukan oleh LPMP  

(4) Sistem Penjaminan Mutu di STIKes Sukabumi melingkupi bidang akademik dan 

bidang non-akademik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI diatur dengan peraturan ketua setelah 

mendapat pertimbangan senat 

 

 

 

BAB XV 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

Pasal 89 

(1) Bentuk dan Tata urutan peraturan adalah Statuta, Peraturan yayasan, Peraturan 

ketua, Pedoman/Panduan, Standar Prosedur Operasional. 

(2) Tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan/keputusan yayasan  diatur oleh 

pengurus yayasan 

(3) Tata cara dan mekanisme penyusunan peraturan/keputusan ketua, pedoman, 

Standar Operasional Prosedur  diatur oleh peraturan Ketua 
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(4) Hal-hal lain yang belum diatur tentang tata cara dan penetapan peraturan ditentukan 

sesuai aras kewenangan ketua dan/atau yayasan.  

 

BAB XVI 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 90 

(1) Perubahan statuta STIKes Sukabumi didasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan penyesuaian dengan perkembangan perguruan tinggi 

(2) Penyusunan perubahan statuta di STIKes Sukabumi  melibatkan perwakilan dari 

unsur  Pimpinan, Dosen, dan Tenaga kependidikan, perwakilan unsur Senat, dan 

perwakilan unsur Badan penyelenggara 

(3) Perubahan statuta STIKes Sukabumi yang sudah disusun akan dibahas di tingkat 

Senat untuk mendapatkan pertimbangan, dan diajukan kepada pihak Yayasan untuk 

disetujui dan disahkan. 

BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 91 

(1) Untuk menyesuaikan pengelolaan di STIKes Sukabumi, berdasarkan statuta ini, 

ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan 

terhitung sejak tanggal disahkannya statuta ini. 

(2) Ajuan Perubahan statuta dapat dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan 

pertimbangan dari Senat STIKes Sukabumi 

(3) Hal-hal lain yang belum diatur secara spesifik dalam statuta ini tetapi diperlukan 

dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diatur dalam peraturan khusus yang 

ditentukan oleh ketua atas persetujuan penyelenggara. 
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BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 92 

(1) Semua peraturan pelaksanaan dari Statuta yang ada sebelum Statuta ini dikeluarkan 

oleh Badan Penyelenggara masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau 

belum diganti berdasarkan Statuta ini. 

(2) Pada saat statuta ini diberlakukan maka statuta bulan Februari 2012 dinyatakan tidak 

berlaku 

(3) Statuta ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kebijakan, 

perencanaan, penyusunan organisasi, pengendalian kegiatan dan arah pedoman bagi 

penyelenggaraan STIKes Sukabumi sehingga tercapainya Visi, Misi dan Tujuan yang 

telah ditetapkan 

(4) Statuta ini diharapkan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni serta mampu menjawab tantangan sesuai kebutuhan  

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan/atau akan diatur dalam ketentuan tersendiri 

(6) Statuta ini sewaktu-waktu dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan 

STIKes Sukabumi serta perubahan peraturan dan perundang-undangan. 

 

Pasal 93 

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sukabumi 

Pada Tanggal 15 Maret 2021 

 

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI 

KUSUMAH BANGSA SUKABUMI 

Ketua, 

 

 

 

 

DR. H. M. N. HANAFIE, M.Si 


